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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang yang telah dilakukan terkait dengan 

Ketidaktersediaan  Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan 

Ngelegok Kabupaten Blitar dalam Perspektif Fiqih Siyasah, dapat 

disimpulkan : 

1.  Di Desa Sumberasri, keberadaan Sistem Teknologi Informasi Desatidak 

ada. Meskipun dalam Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sudah tercantum bahwa setiap desa harus memiliki Sistem 

Informasi Desa yang nantinya memuat seluruh informasi penting dan 

mempermudah kerja pemerintah desa, namun Desa Sumberasri masih 

belum menerpakan hal tersebut. Sehingga hak masyarakat Sumberasri 

untuk mudah mengakses informasi tidak dapat terpenuhi. Juga hak 

masyarakat Sumberasri dalam transparansi penggunaan dana desa, 

yang seharusnya masyarakat Sumberasri ikut mengawasi pengelolaan 

dana desa tersebut. 

2. Ditinjau dari Fiqih Siyasah ketidaktersediaan Sistem Teknologi 

Informasi Desa Sumberasri belum sesuai dengan ketentuan dalam Al-
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Quran Surat An-nisa ayat 58 tentang kewajiban menyelenggarakan 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional  

B. Saran 

Penulis memberikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dengan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pihak 

yang berkaitan : 

1. Pemerintah Desa Sumberasri  

Pemerintah Desa Sumberasri, hendaknya merealisasikan Sistem 

Teknologi Informasi Desa Sumberasri, agar nantinya kinerja pemerintah desa 

Sumberasri akan terbantu, dan masyarakat juga dapat ikut mengawasi dan 

mengevaluasi. Karena dengan terealisasinya website desa, pelayanan publik 

dapat lebih cepat, professional, transparan dan akuntabel sesuai dengan 

prinsip pemerintahan yang baik. 

 

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada Dinas Kominfo 

Kabupaten Blitar dalam lebih giat lagi mengadakan sosialisasi pentingnya 

Ketidaktersediaan  Sistem Teknologi Informasi Desa agar nantinya seluruh 

desa mempunyai sistem informasi yang menunjang keberhasilan pelayanan 
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publik. Dan juga diharapkan Dinas Kominfo dapat memberikan solusi atas 

permasalahan terkait faktor penghambat penerapan sistem teknologi informasi 

desa. 


